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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.13/MEN/VI11/2009 tentang Pedoman
Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 321 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Kerugian Negara
dan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan sehingga perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyelesaian

Kerugian Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Aparatur sipil negara Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Bendahara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 163/PMK.06/2011

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun

2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
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Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan;

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukkan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN  PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi

tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,
menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau

surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

3. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses

perhitungan dan atau pertanggungjawaban terhadap
Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan

perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.

4. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR

adalah suatu proses yang dilakukan terhadap aparatur
sipil negara bukan Bendahara yang karena perbuatannya

melanggar hukum dan dituntut dengan tujuan untuk
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11.

12.

13.

14.

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita
oleh Negara.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian
Kerugian Negara di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Menteri.

Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang
disingkat TPTLHP adalah tim yang menangani Kerugian
Negara di tingkat Satuan KerjaZUnit Eselon 1.

Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri
atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan.
Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris
dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun
kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

Ganti Rugi adalah penggantian kerugian kepada negara
yang dapat dinilai dengan uang.

Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan
administrasi dari yang berwenang kepada pelaku untuk
melakukan penagihan guna menutup atau
menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negara sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang
antara saldo buku kas dengan saldo uang kas yang
sesungguhnya atau selisih kurang antara buku
persediaan barang dengan saldo barang yang
sesungguhnya terdapat di dalam gudang, dan berada
dalam pengurusan Bendahara.

Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan
Bendahara dan bukan Aparatur sipil negara.
Pembebanan Sementara adalah tindakan administrasi

oleh Kepala Kantor/UPT demi kepentingan negara
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sebagai dasar pemotongan gaji, penyitaan penjagaan atas
harta kekayaan si pelaku tetapi terhadap barang-barang
yang disita belum dapat dilakukan penjualan
(executorial).

Pembebanan Tetap adalah tindakan administrasi oleh
BPK/Menteri termasuk penjualan barang-barang
jaminan.

Upaya Damai adalah penyelesaian secara menyeluruh
atau sukarela tanpa melalui proses tuntutan
perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi atau
pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal
atau laporan hasil awal atau laporan hasil penyelesaian
pemeriksaan.

Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang
mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan
penggantian Kerugian Negara terhadap bendahara.

Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk
mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat
keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang
pembebanan penggantian sementara atas Kerugian
Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang
selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
tuntutan penggantian Kerugian Negara.

Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan
yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk

sementara tidak dapat dilanjutkan.



2016, No. 354

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah suatu bentuk
pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh
Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau
pengakuam bahwa yang bersangkutan bertanggung
jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia
mengganti Kerugian Negara.

Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian
Negara yang selanjutnya disingkat SPKMKN adalah suatu
bentuk penyataan yang tidak dapat ditarik kembali
dibuat oleh Pegawai ASN dan/atau Pihak Ketiga yang
menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian
Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian
Negara dimaksud.

Tanggung Jawab Renteng adalah kewajiban
bertanggungjawab terhadap Kerugian Negara yang
dibebankan kepada dua orang atau lebih.

Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah
penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari
perhitungan Bendahara bilamana kekurangan itu terjadi
diluar kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan Bendahara
yang bersangkutan.

Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku dan Saldo Kas
adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan
selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera
dapat ditutup pada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
dari administrasi Bendahara bersangkutan.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah
surat yang dibuat oleh Menteri dalam hal SKTJM atau
tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara
yang terjadi, yang ditujukan kepada Aparatur Sipil
Negara bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang telah
melakukan perbuatan merugikan negara.

Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian

kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari
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perhitungan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
terhadap wuwang vyang dicuri atau hilang diluar
kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan.

29. Penghapusan Piutang/Tagihan Negara adalah
penghapusan suatu piutang/ tagihan negara dari
administrasi piutang dan dilakukan karena
piutang/tagihan negara itu berdasarkan alasan tertentu
tidak dapat ditagih, namun dengan dilakukannya
penghapusan itu hak tagih negara masih tetap ada.

30. Pembebasan Tagihan Negara adalah meniadakan
kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada
negara yang menurut hukum menjadi tanggungannya,
tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan

piutang tidak layak ditagih dari padanya.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pihak ketiga dalam
penyelesaian kerugian negara di Kementerian

Ketenagakerjaan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. informasi kerugian Negara,;
b. jenis kerugian Negara;
tim penyelesaian kerugian Negara; dan

d. penatausahaan kerugian Negara.

Pasal 4
(1) Pedoman penyelesaian kerugian negara di Kementerian
Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(2) Format formulir dan bagan pedoman penyelesaian
kerugian negara di Kementerian Ketenagakerjaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 5
Penyelesaian kerugian negara yang sudah ada SKTJM
dan SPKMKN sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri
ini masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/VI11/2009 tentang
Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 321 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyelesaian Kerugian Negara dan Piutang Negara di
Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Penyelesaian kerugian negara yang belum ada SKTJM
dan SPKMKN menggunakan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pegawai ASN atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan
untuk  mengganti kerugian negara dan tidak
melaksanakan Ganti Rugi yang telah ditetapkan,
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain pengenaan sanksi Ganti Rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pegawai ASN dikenakan sanksi
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala satuan Kkerja vyang tidak melaksanakan
penyelesaian kerugian negara dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13/MEN/VII/2009 tentang Pedoman Penyelesaian
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Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 321 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyelesaian Kerugian Negara dan Piutang Negara di
Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB.1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengaturan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi saat ini
telah diatur dalam beberapa Undang-undang antara lain Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004. Salah satu amanat Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu berupa
Rancangan Peraturan Pemerintah teritang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi
Kerugian Negara saat ini belum ada. Oleh karena itu dalam rangka proses
penyelesaian Kerugian Negara di Kementerian Ketenagakerjaan perlu
diterbitkan regulasi yang miengatur tentang hal tersebut yang dapat
digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN dan Pihak Ketiga dalam

proses penyelesaian Keruglan Negara dan Pihak Ketiga.

Tujuan
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai acuan bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pihak ketiga dalam penyelesaian Kerugian Negara di

Kementerian Ketenagakerjaan berjalan efektif, efisien dan akuntable.
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BAB 1L
INFORMASI KERUGIAN NEGARA

1. Informasi Kertagian Negara dapat berstunber dari:

a. pengawasarn yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. Thasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan;

¢. hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal,

d. media massa dan niedia elekironik;

e. pengaduan masyarakat;

£ perhitungan ex officio;, atat
g. hasil verifikasi.

2. Kepala Kantor/Satuan Kerja/TPTLHP Satuan Kerja setelah melakukan
penglitian/ pemeriksaan/pembuktian  wajib menyampaikan laporan
awal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian itu diketahui tanpa
menunggu kelengkapan kepada Eselon [/TPTLHP Unit Eselon I tempat
terjadinya Keruigian Negara dengan tembusan:

a. Menteri;

b:  Inspektur Jenderal (Irjen);

¢. Kepala Biro Keuarigan;

d. atasan pejabat yang menemnkan keknrangan; dan

e. atasan langsung Bendahara dan atau pegawai yang bersangkutan:

3. TPTLHP Unit Eselon [/Eselon | selambat-lambatoya 14 (empat belas)
hari kerja sejak menerima laporan wajib melaporkan kepada TPKN.

4. TPKN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima
laporan wajib melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan
tembnsan kepada BPK.

5. Laporan awal kKerugian Negara dapat memuat yaitu:

a. lokasi kejadian;

b. atas dasar apa kejadian atan perbuatan tersebut diketaliui;

c. petugas yang menemukan;

d. waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau diketemukan;

2

pelaku, penanggungjawab dan para pegawai yang bersangkutan;

o

Batasan langsung/kepala kantor pada saat terjadinya kasus
dimaksud;

g. jumlah Kerugian Negarzay

h. kronologis kejadian;

i. tindakan yang sedang, telah dan akan dilakukan; dan

j»  usul penyelesaian kasus.
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6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilampiri daftar
pertanyaan beserta jawaban sebagaimana dalam contoh Format 1A dan

Format 1B Peraturan Menteri ini.
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BAB [II
JENIS KERUGIAN NEGARA

Jenis Kerugian Negara meliptiti:

1.

Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan perbendaharaan berlaku bagi bendahara yang:

a.

telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian
atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, schingga
niengakibatkan Kerugian Negara;

karena kesalahannya mengakibatkan Kertigian Negara;

telah melalaikan kewajibannya dalam membuat perhitungan

pertanggungjawaban yang mengakibatkan Kerugian Negara.

Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan apabila dipenulinya semua
unsur sebagai berikut:

a.
b.
B
d.

(S5

niegara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan;
Kerugian Negara harus telali pastis

Kerugian Negara terjadi dalam pengurusan Bendahara;

Kerugian Negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum
atau karena kelalajannya dan atau kealpaan atau kesalahan
Benidahara;

tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Tuntutan Ganti Rugi berlaku bagi:

a.

b.

Pegawai ASN yang bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan;
Pihak Ketiga.

BAB IV
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)

Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai Kerugian Negara di

Kementerian Ketenagakerjaai, Menteri menibentuk TPKN.

1

TPKN terdiri atas:

a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;

b. Iaspektur Jenderal sebagai Wakil Ketua,

c. Kepala Biro Keuangan scbagai Sekretaris;

d. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Badan, Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro

Umum dan Pejabat Unit Eselon 1 sebagai Anggota.
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Dalam nielaksanakan pembahasan penyvélesaian Kerugian Neégara,

anggota TPKN disesuaikan dengan fempat terjadinya Kerugian

Negara.

TFKN ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas TPEN menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

h.

menginventarisasi kasus Kerugian Negara yvang diterima dari
unit Eselon I;

menghitung jumlah Kerugian Negara;

mengumpulkan dan  melakukan  verifikasi = bukti-bukti
pendiikuing bahwa Pegawai ASN dan Pihak Ketiga telah
melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun
lalai seliingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai ASN dan Pihak
Ketiga vang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian
Negara;

menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM  dan/atau
SPKMKN, dan dalam hal SKTJM dan/atau SPMEKN belom dapat
diupayakan olely TPTLHP Unit Eselon 1 menjadi tanggung jawab
TPKN;

memberikan pertimbangain kepada Menteri tentang Keiugian
Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan
pembebanan seémentara bagi Bendahara dan penetapan
pembebanan TGR bagi Pegawai ASN serta pelimpahan kepada
instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau
Penegak Hukum bagi Pihak Ketiga;

menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara;

menyampaikan lapeoran perkembangan penyelesaian Kerugian
Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan.

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TPTLHP)
TPTLHP wajib dibentuk di setiap unit Eselon 1 dan Satnan Ketja.

TPTLHP Unit Eselon I mempunyai tugas:

a,

melakukan verifikasi atas terjadinya Kerugian Negara baik vang
diketahui dari Pengawasan danj/atau Pemberitahuan Atasan
Langsung serta perhitungan ex officio, dan hasil verifikasi
dimaksud dituangkan dalam Berita Acara.

menindaklanjuti dan menyelesaikan Kerugian Negara secara

damai baik yang diketahui dari Pengawasan danj/atau

2016, No. 354
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Pemberitalivan Atasan Langsung serta perhitungan ex officio
serta hasil pengawasan/pemeriksaan aparat fungsional.

c. melaperkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat Unit Eselon
I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

TPTLHP Satuan Kerja mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi atas terjadinya Kerugian Negara, haik yang
diketahui dari pengawasan danj/atau pemberitahuan atasan
langsung serta ex officie maupun dari pengawasan/ penieriksaan
aparat tfungsional;

b. menyelesaikan Kerugian Negara secara damai,

c. melaporkan hasil verifikasi dan penyvelesaian Kerngian Negara
kepada Kepala Satuan Kerja dalam waktu selambat-lambatnya
14 (empat belas) dari kerja setelal terjadinya Kerugian Negara.

Kepala Unit Eselon T dan Satnan Kerja wajib membentuk TPTLHP,

mempunyai tugas antara lain:

a. melakukan verifikasi atas terjadinya Kerugian Negara;

b. menyelesaikan Kerugian Negara secara damai;

c. melaporkan hasil verifikasi penyelesaian Kerugian Negara; dan

d. melaporkan pérkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian
Negata,

Kementerian wajib membentuk TPEN yang bertugas membantu

Menteri dalam memproses penvelesaian Kerugian Negara.,

Unit Eselon 1 wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi

Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri melalui

Sekretaris Jenderal (selaku Ketua TPKN) sefiap bulan, vyang

tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Satuan Kerja yang mempercleh dana APBN dari Kementerian

Ketenagakerjaan wajib menyampaikan Laporan Perkembangan

Penyelesajian Kerugian Negara kepada Unit Eselon [ yang

bersangkutan setiap bulan.

TPKN wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian

Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusain disampaikan

Badan Pemeriksa Keuangan dan Unit Eselon 1 di lingkungan

Kementerian Ketenagakerjaan.
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BAB:V
PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA

A.  TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

1. ‘Setiap Kerugian Negara karena bukan tindak pidana yang dilakukan
oleh Bendahara diutamakan penyelesaiannya dengan cara damai,
yaitu dengan membayar secara tunai atau dengan cara diangsur,
Apabila penyelesaian Kerugian Negara dilakukan dengan cara
diangsur maka diterbitkan SKTJUM dengan jangka waktu
penyelesaian 40 (empat pultih) hari kerja sejak SKTUM (coritoh format
2) ditandatangani dan wajib menyerabhkan jaminan kepada kepala
satuan kerja, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai
berikut:

a. Dbukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama
bendahara;

bh. surat penyerahan jaminan (contoh format 3) dan surat kuasa
menjual dan/atau mencairkan barang dan/ataun kekayaan lain
dari penanggungjawal (contoh format 4)

2. Apabila kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan hasil
pengawasan/pemeriksaan fungsional dan dalam proses pemeriksaar
tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara
sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM
dibhadapan pemeriksa.

3. Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai selamlbat-
lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTIM ditandatangani,

4. Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Negara maka jaminan
harus dikembalikan.

5. Apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dilakukan dan apabila
SKTJM sudal diperoleh tapi dalam perkembangannya Bendahara
ingkar janji, kepala satuan kerja/TPTLHP Satuan Kerja melaporkan
kepada unit Eselon 1/TPTLHP Eselon 1 yang bersangkutan dalam
jangka waktu selambat-lambatiya 14 (empat belas) hari sejak tidak
dipenuhinya kewajiban, dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

a, mnama, NIP, pangkat, fanggal dan nomor Surat Keputusan
Pengangkatan Bendahara;

b. waktu kejadian; uraian peristiwa, dan hubungan sebab akibat
terjadinya Kerugian Negara;
jumlah Kerngiai Negaray

d. laporan pertanggungjawaban dan laporan keadaan kas terakhir
yvang telah dibuat dan disalikan oleh KPPN;
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6. surat keterangan tentang  sisa uang yang  belum
dipertanggungjawabkan eleh KPA;

. surat keterangan dari bank terntang salde bank yang
bersangkutar;

g. foto copy/rekaman Buku Kas Umum bulan yang bersangkiutan
yang memuat adanya kekurangan kas;

h. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Negara
mengandung indikasi tindak pidana;

i.  SKTJM yang telah ditandatangani oleh hendahara;

surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan atau pengadilan,

[

k. TDberita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara -dari
Kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena
kecurian/ perampokan;

L berita acara verifikasi/pemeriksaan yang dibnat oleh TPTLHP;

nt.  surat pernyataan kepala satuan kerja atas terjadinya Kerugian
Negara.

Penyelesajian tuntutan perbendaharaan terhadap Bendahara yang
ingkar janji mengikuti proses penyelesaian secara paksa.
Dalam hal laporan yang menyatakan bendaliara meminggal dunia,
melarikan diri; dalam pengampuan atau dalam keadaan tidak sehat
rohani maupun jasmani; selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja  kepala satuan  kerja/TPTLHP harus menunjuk dan
memerintahkan calon pengganti bendahara ontnk membuat
pertanggungjawaban Laporan Keadaan Kas secara ex-officio yang
diketahui oleh kepala satuan kerja dan disaksikan cleh ahli waris.

Penyelesaian secara paksa dilakukan melalui pembebanan

penggantian kerugian sementara cleh pejabat yang bherwenang paling

rendah Eselon T/kepala satuan kerja (Eselon II) pada unit kerja
yang bersangkutan atas nama Menteri, scbagaimana dalam conteh
pada Format 5 Peraturan ini.

Reputusan pembebanan penggantian kerugian sementara merupakan

dasar ontuk dapat dilakukan pemotongan atas gaji danfatau

penghasilan lain dari Bendahara yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang

atas nama Menteri berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini

disampaikan dengan data dukung lengkap kepada BPK-RI untuk
mendapat ketetapan.

Terhadap Bendahara yang ingkar janji pembebanan penggantian

sementara berdasarkan hasil laporan pejabat yang berwenang kepada

Eselon I.
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Setelahh mendapat ketetapan dari BPK-RI pelaksanaan pemotongan

gaji  dan/atau penghasilan lain diterbitkan Surat Perintah

Pemotongan berdasarkan perintah kepala kanter yang bersangkutan.

Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan

mengajukan bukti-bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian

dan atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dalam waktu 14

(empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan penetapan batas

waktu

Jika batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan

Bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau

pembelaan atau tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama

sekali dari kesalahan; kelalaian dan atau kealpaan, BPIK-RI
menetapkan suatu stirat keputusan pembebanan,

Jika pembelaan dari Bendahara bersangkutan diterima oleli BPK-RI,

miaka keputusan pembebanan diberitahukan kepada Menteri sebagai

dasar melakukan penghapiisan sebagaimana dalam contoh pada

Format 6 Peraturan Menteri ini.

Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dan disertai dengan

penerbitann SKPBW melalui Mernteri dengan tanda terima dari

Bendahara yang bersangkutai.

Jika Bendahara diketahni melarikan diri atew berada di bawah

pengampuan atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukan

pengujian dan/atan pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang

di gudang, maka untuk menjamin kepentingan negara, atasan

langsung Bendahara yang bersangkutan segera melakukan tindakan

sebagai berikurt:

a. Dbuku-bukn yang berkaitan dengan pengurusan uang atau
barang di beri garis penutup;

b.  semua buku, uang, surat-surat dan barang-barang berharga
serta bukti-bukti dimasukkan ke dalam lemari besi dan atau
lemari lainnya dan di segel;

c. gudang tempat penvimpanan barang-barang disegel.

Tindakan-tindakan untuk menjamin kepentingan negara dilakukan

dengan Berita Acara Penyvegelan yang ditandatangani oleh Atasan

Langsung Bendahara yang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyegelan, atasan

langsung dari Bendahara menunjuk pegawai yang ditugaskan

membuat perhitungan ex-gfficio untuk melakukan pengujian kas dan
atau persediaan barang-barang di gudang dengan membuka segel

dan dibuat Berita Acara Pembukaan Segel.
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20. Dalam mniglakukan pengujian dan atau pemeriksaan kas atau

21.

22,

persediaan barang-barang di gudang, semua orang atau barang
berharga dan barang-barang di gudang dihitung dan di tunangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Persediaan.

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan harus disampaikan
kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk.

Penutupan buku, penyegelan, pembukuan segel serta pengujian dan
atan pemeriksaan kas atau persediaan barang -disaksikan oleh
keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara vang
melarikan diri atau yang berada di bawall pengampuan, atau
meninggal dunia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat setenipat

atas permintaan Atasan Langsung Bendahara yang bersangkutan.

B. TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP APARATUR SIFIL NEGARA (ASN)

1.

TGR dilakukan terhadap Pegawai ASN yang pada waktu menjalankan
tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak
langsung mengakibatkan Kerugian Negara.

Perbuatan Pegawai ASN yang mengakibatkan Kerugian Negara dapat
berupa:

a. penyalahgunadn wewenang;

b.  korupsi;

¢. peéncurian;

d. penggelapan;

€,  penipuan;

f.  menaikkan harga;

g. merubah kualitas atau mmitn;

h. uang untuk dipertanggumgjawabkan yang
dipertanggungjawabkan pada waktunya;

i. merusak barang milik negara;

j-  menghilangkan nang atau Barang Milik Negara; dan

k. kelalaian/kealpaan,

TGR dapat dilakukan apabila dipenohi semiua persyaratain sebagai

berikut:

a. negara telah dirugikan,

b.  Kerugian Negara haius felal pasti;

c. Kerugian Negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak
langsung dari Pegawai ASN;

d. perbuatan dilakukan oleh aparatar sipil negara bukan
Bendahara karena tugas jabatannya; dan

e. tidak dapat diselesaikan secara damai,
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Untuk dapat dilaksanakan TGR lebih dahulu diperhikan adanya

laporan awal.

Setiap Kerugian Negara karena bukan tindak pidana yang dilakukan

oleh Pegawai ASN diupayakan diselesaikan dengan cara damai, yaitu

dengan mengganti secara tunai atau dengan cara diangsur. Apabila
penyelesaian dilakukan dengan cara diangsur, maka diterbitkan

Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara

(SPKMKN) (format 7) jangka waktu penyelesaian selama 12 (dna

belas) bulan sejak SPKMKN ditandatangani dan wajib menyerahkan

jaminan kepada kepala satian kerja, antara lain dalami bentiik
dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama
penanggung jawab;

b. surat penverahan jaminan dan surat kuasa menjual dan/ataa
mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari penanggung
jawab.

TFTLHP satuan kerja harus membuat Berita  Acara

Verifikasi/pemeriksaan dan segera melaporkan kepada TPTLHP

Eselon I dalam upaya penyelesalan Kerugian Negara secara damai

dalam jangka waktu selambat-lambatiya 14 (empat belas) hari.

Jika pembayaran ganti rugl yang dijanjikan itu terjamin dan akan

Iunas dalam batas wakta paling lama 1 (satu) tahun maka tidak

perlu dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Kepala Satuan Kerja/TPTLHP satuan kerja wajib melaporkan kepada

TPTLHP Unit Eselon 1 yang bersangkutan dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja apabila SPKMEKN

tidak diperoleh:

Apabila laporan dari satuan ketja/TPTLHP satuan kerja dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tidak dapat

disclesaikan secara damai pada tingkat Eselon [, maka TPTLHP

Eselon I yang béersangkutan meényampaikan laporan kepada TPKN,

dengan melampirkai:
berkas yang diterima dari satuan kerja;
berita Acara verifikasi oleh TPTLHP Eselomn I;

c. laporan pertanggungjawaban dan Laporan Keadaan Kas yang
dibuat oleh calon pengganti bendahara;

d. surat Pernyataan dari pejabat Eselon I yang bersangkutan;

TPKN harus menyelesaikan verifikasi dokumen dari Unit Eselon 1

dengan mengupayakan penyelesaian Kerugian Negara dengan cara

damai melalui SPKMKN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
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kerja, apabila SPKMKN belum dapat diupayakan oleh TPTLHP Eselon

1.

Apabila TPEN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tidak

dapat mengupayvakan Keruigian Negara secara damai melalui

SPKMKN dengan jaminan, meaka dilakukan penyelesaian secara

paksa.

Apabila Pegawal ASN ingkar janji, penyelesaian secara paksa

dilakukan oleh kepala satuan kerja/TPTLHP satnan kerja dan

melaporkan kepada TPTLHP Eselon I. Selanjutnya TPTLHP Eselon [

selambat-lambatiiya 14 (empat belas) liari kerja melaporkan kepada

TPKN.

Laperan penyelesaian secara paksa memuat hal-hal sebagai berikut:

a. nama, NIP, pangkat, jabatan pegawai dan melampirkan SK
kepangkatan dan/atan SK Jabatan teraklir;

b.  waktu diketahui terjadinya Kerugian Negara;

¢. waktu kejadian, uraian peristiwa dan hubungan sebab akibat
terjadinya Kerugian Negarz;

d. jumlah Kerugian Negara;

€. berita acara verifikasi/pemeriksaan yang dibuiat oleh TPTLHF;
dan

1. surat Pernyataan Satuan Kerja atas terjadinya Kerugian Negara.

Dalam hal Penyelesaian secara paksa oleh TPKN dengan mengajukan

penetapan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi (Format 8) kepada

Pegawai ASN oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk

selanjutnya tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan dengan melampirkan:

a. dokumen yang diterima dari Unit Eselon I;

b. surat keputusan pembebanan TGR.

Berdasarkan surat keputusan TGR, Pegawai ASN wajib mengganti

Kerugian Negara dengan cara menyetor secara tunai ke kas negara

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujull) hari kerja setelal

menerima surat keputusan pembebanan, apabila jangka waktu

tersebut telah terlampatti dan Pegawai ASN tidak mengganti Kerugian

Negara secara tunai, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri

melakukan penjualan/lelang atas harta kekayaan yang dimiliki.

Apabila Pegawai ASN tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual

atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian

Negara, maka dilakukan pemotongan serendah-rendahinya sebesar

50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang ditrima setiap bulan

sampai lanas.
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TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PIHAK KETIGA
1. Pihak Ketiga yang langsung atau tidak langsung telah merugikan
Negara wajib mengganti Kerugian Negara.
2. Perbuatan Pihak Ketiga dapat berupa:
a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar pemufakatan dengan
pejabat yang bersangkutan;
b, tdak menepat perjanjian (wanprestasi);
c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
d. lain-lain perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Negara,
3. Untuk penggantian Kerugian Negara lebih daliilu harus diupayakan
penyelesaian secara damai.
4. Upaya damai dapat dilakukan dengan adanya hal-hal sebagai
berikut:
a. adanya SPKMEKN;
b: adanya surat jaminan yang telah diverifikasi oleh instansi yang
berwenang (bank/notaris);
c. daftar barang jaminan;
d. bukt kepemilikan barang;

€. surat kuasa menjual.

9]

Jangka waktua penyelesaian secara damai paling lama 12 (dua belas)

bulan.

6. Kepala satuan kerja melalui TPTLHP satuan kerja wajib melaporkan
laporan penyelesaian damai paling lama 14 (empat belas) hari kerja
kepada TPTLHP Eselon 1 dan TPTLHP Eselon [ selambat-lambatiya
14 (empat belas) harl kerja melaporkan kepada TPKN.

7. TPEN wajib melaperkan kepada BPK dalam penyelesaian secara
damai paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

8. Laporan TPTLHP Ese¢lon I, TPTLHP satuan kerja, dan TPKN memuat

hal-hal sebagai berikut:

a. mnama pelaku, nama perusahaan, alamat perusalhiaan, dan
identitas penanggung jawab perusaliaar;

b.  waktu diketalii terjadinya Kerugian Negara;

2

waktn kejadian, uraian peristiwa, dan hubungan sebab akibat
terjadinya Kerugian Negara,

d. jumlah Kerngiain Negara;

e. Derita acara verifikasi/pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP;

f.  SPKMKN yang telah ditandatangani olehi yang bersangkutan;

g. surat Pemmyataan Kepala Satuan Kerja atas terjadinya Kerugian

Negara,
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Jika upaya damai tidak dapat dilaksanakan/terjadi ingkar jamji,

penyelesaiannya dilimpalikan ke penegak hukum oleh TPKN, apabila:

a. SPKMKN tidak diperoleh,;

b, SPKMKN dapat diperoleh namun yang bersangkutan ingkar
Jjanji;

c. Jaminan tidak dapat dicairkan /dijual.

Pelim pahan kepenegak hukum memuat hal-hal:

a. nanmia pelaku, mama perusahaan, alamat perusahaan, dan
identitas penanggung jawab perusahaai;

b. wakfu diketahtii terjadinya Kerugian Negara;

c. waktu kejadian, uraian peristiwa, dan hubungan sebab akibat
terjadinya Kerugian Negara;

d. jumlah Kerugian Negara;

e. berita acara verifikasi/pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP;
berita acara verifikasi/ pemeriksaan yang dibuat oleh TPKN;

g. surat pelimpahan Seckretaris Jenderal atas nama Menteri

D. PEMBEBANAN KERUGIAN NECGARA

1.

Dalam hal Menteri menetapkan pembebanan TGR keépada Pegawai
ASN maka kepada ydang bersangkutan wajib mengganti Kerugian
Negara dengan cara menyetorkan secara tunai paling lama 7 (tujuh)
hari kerja melalui Bendahara Penerimaan dengan mengginakan
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Apabila dalam jangka waktu 7 f{(tujuh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada nomor 1 felah dilampaui dan tidak mengganti
Kemigian Negara secara tunai, Kepala Satuan Kerja vyang
bersangkutan meminta kepada KPPN untuk melaksanakan
pemotongan maksimal sebesar 50% dari gajl setiap bulan sampai
lunas.

Apabila Pegawai ASN memasuki masa pensiun, maka dalam Surat
Pemberhentian Pembayaram (SKPP) dicantumkan bahwa vang
bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen
yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti Kerugian
Negara yang dimaksud.

E. PENYELESAIAN SECARA PERDATA /PIDANA

1.

Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara telah melewati masa
kadahrwarsa, maka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan
sesual ketentuan hukum acara perdata.

Dalam hal terdapat tindak pidana maka penyelesaian Kerugian

Negara dilaksanakan sesuai ketentuan hukuin acara pidana.
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3. Dalam hal yang bersangkiitan karena perbuatalmya berkaitan
dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputuskan
oleh pengadilan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum
vang tétap, maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana

tersebut tidak menghentikan proses tuntutan ganti rugi.

F.  KADALUWARSA

1. Kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika
dalam waktu 5 {lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau
dalam wakti 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara
tidak dilakukan penuntiitan ganti rugi.

2. Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atan pihak lain yang
memperoleh hak menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat
sejak keputnsan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada
bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau
meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang

tentang Kerugian Negara.

G. PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

1. Penyelesalan Kerugian Negara sedapat miungkin diselesaikan oleh
intern kementerian. Apabila Kerugian Negara tdak dapat
diselesaikan oleh kementerian, maka diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan. Pelimpahan/penyerahan Kerugian Negara
dilakukan untuk Kerugian Negara dalam kategori:

a. tagihan macet;

b. tindak lanjut berkait dengan Pihak Ketiga yang sudah
bubar/pailit/ meninggal dunia atau alamatnya sudah tidak jelas
lagi, dengan pembuktian yang sal.

2. Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan piutang
Negara berupa Piutang Tuntutan Perbendahiarazn bagi Pegawai ASN
selakn Bendahara, dokumen yang dilampirkan yaitu fote copy:

a. hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya Kerugian
Negara,

b.  berita acara pemeriksaan kas;

2

daftar Pertanyaan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan
Kekurangan Perbendaharaan guna keperluan proses tuntutan
perbendaharaan;

d. surat keterangan tanggung jawab mutiak;

€. bukti angsuran Kerugian Negara,
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surat keputusan penibgbanan sementara,

surat keputusan pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan yvang
terdiri dari:

1) surat keptitusan penetapan batas waktui;

2) surat keputusan tuntutan perbendaharaan;

3) surat kepututsan pembebanan tingkat banding; dan

4 surat kuasa untuk menjual harang.

Piutang Negara berupa Piutang TGR Perbendaharaan bagi Pegawai
ASN selaku Bendahara, dokumen yang dilampirkan yaitu fote copy:

.

b.

d.

c.

laporan Kerugian Negara oleh kepala satuan kerja;

Surat Pernvataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian
Negara (SPEKMKN);

surat pemberitahuan dari Menteri kepada Pihak Ketiga/Pegawai
ASN selakn Bendahara;

surat keputusan pembehanan TCR;

surat-surat hasil pemeriksaan.

Piutang Negara Dberupa pintang yang berasal dari Pihak Ketiga,

dokumen yang dilampirkan yaitu foto eopy:

a.
b.
c.

d.

akta pendirian perusahaan;
perjanjian konirak;
surat Perintah Kerja; dan

laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau bukti rincian ganti rugi.

Dalam hal dokumen-dokumen tidak dapat diserahkan selnruhnya,

namun adanya dan Dbesarnya piutang Negara dapat dibuktikan,

penyerahan pengurusan piutang Negara dapat diterima.

Penyerahan pengurusan pintang Negara dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a,

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
tagihan piutang Negara bersangkutar;

kepala satuan kerja membuat surat penyerahan pengurusan
piutang Negara kepada unit Eselon I vang bersarigkutan;

secara berjenjang Eselon T menyampaikan usulan pengurosan
piutang Negara kepada Sekretaris Jenderal, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Panitia Urosan Piutang Negara/Ditjen.
Kekayaan Negara Kementerian Ketangan vang dilampiri dengan
dokumen pendukung dan tembusan surat disampaikan kepada:

1) Badan Pemeriksa Keuangan;

2) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunai;

3) Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;

4)  Direktur PNBP Ditjen, Anggran Kementetian Keuangan,
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6. Berdasar surat usulan penoyerahan pengurusan piutang dari
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Panitia Urusan Piutang
Negara/Ditjen. Kekayaan Negara Kementerian Keuangan memproses
pengurusan piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Apabila piutang Negara yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/Ditjen/ Kekayaan Kementerian Keuangan belum
dapat diselesaikan, maka diterbitkan Piutang Negara Sementata
Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang
Negara/Ditjen. Kekayaan Negara [Kementerian Keuangan dan
disampaikan kepada Menteri.

8. Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara PSBDT, dalam hal
masih terdapai sisa piutang Negara, namun:

a. penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan utnouk
menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
b:  barang jaminan tidak ada, telah terjnal;, ditebus, atau tidak lagi

mempunyai nilai ekonomis.

H: TEMUAN KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT

DITINDAKLANJUTI

1. Menteri mempunyai kewenangan untuk menetapkan temuoan
Kerugian Negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang tidak
dapat ditindaklanjuti.

2. Kriteria untuk menetapkan temuan Kerugian Negara hasil
pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjut
antara lain;

a. rekomendasi bersifat himbauan;

b. rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;

¢. terhadap suatu instansi yang saat ini instansi tersebut sudah
tidalk ada lagi;

d. tindak lanjut berkaitan dengan Pihak Ketiga yang sudah
bubar/pailit/meninggal atau alamatnya sudah tidak jelas lagi,
dengan pembuktian yang sah;

e. rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat;

1. sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak vang
diperiksa;

g. penanggung jawab sudah tidak aktif (pensiun; meninggal
dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian
vang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluwarsa dan
sudah tidak ada TP/TGR atau SKTJM; dan

h. kurang material nilainya dan melampaui batas kadaluwarsa.
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Penetapan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti
melalii mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh TPKN dan
ditnangkan dalam Berita Acara Penctapan Temuan Kerugian Negara

hasil pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjut.

[. PENCATATAN KERUGIAN NEGARA
Pencatatan Kerugian Negara yang telall dibebankan menjadi piutang

Negara dalam laporan keuangan apabila:

a.

b.

dalam penyelesaian secara damai setelah adanya SKTJM dan
SPKMKN;
dalam penyelesaian secara tuntutan setelah adanya surat keputusan
TP/ TGR.

J. PENGHAPUSAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN

1.

Kepala satuan kerja mengajukan usul penghapusan kekurangan

perbendaliaraan untuk peéniadaan  selisih  pembukuan atau

peniadaan selisih pencatatan barang dengan keadaan fisik yang
sebenarnya kepada Unit BEselon 1 yang membawahi program yarng
bersangkutan.

Pengajunan usul penghapusan kekurangan perbendaharazan yang

berupa nang dilampiri:

a. surat keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila
disebabkan pencurian darmn sejenisnya;

b. surat keterangan dari KPPN setempat tentang sisa uang yang
belum dipertanggungjawabkan pada waktu terjadi Kerugian
Negara, disertai penijelasaan jumlah uang yang diberikan dan
jumlah nang yang sudah dipertanggungjawabkan;

c. penjelasan dari Bank yvang bersangkutan mengenai sisa uang
vang ada di Bank sesuai dengan rekening Koran pada waktu
terjadi selisih terhadap kekurangan perbendaharaan;

d, surat pernyataan dari instansi yang Dberwenang apabila
disebabkan keadaan kahar;

e. Dberita acara pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan
perbendaharaan olehh  pengawasan  atasan  langsung/ex
officio/ pengawasan/pemeriksaan fungsional.

Pengajuan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan terhadap

kekurangan barang dilampiri:

a. surat keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila

disebabkan kecurian dan sejenisnya;
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b. penjelasan dari FPelaksana Pengelolaan Barang mengenai
kekurangan barang;

c. surat keterangan dari Kepala Satker tentang kekurangan
barang;

d. surat Pernvataan dari instansi yang berwenang apabila
disebabkan keadaan kahar;

€. berita acara pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan
barang oleh pengawasan atasan langsung/ex
officio/ pengawasan/pemeriksaan fungsional.

4. Pegjabat Eselon 1 meéngajukan usul penghapusan untuk peniadaan
selisili berupa uwang kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro
Keuangan.

5. Pejabat Eselon 1 méngajukan usul penghapusan untuk peniadazan
selisili berupa barang kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Bire
Umwm.

6. Dalam rangka penghiapusan untuk peniadazn selisih berupa uang
Biro Keuangan menyiapkan surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri
Keuangan Up. Dirjen Perbendaharaan untuk mendapatkan
persetujuan,

7. Dalam rangka penghapusan untuk peniadaan selisih berupa uang,
Bire Umum menyiapkan surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri
Keuangan Up. Dirjen Piutang dan Lelang Negara untuk mendapatkan
persetujuarn.

8. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan Surat Keputusan
Penghapusan Untuk Peniadaan Selisih berupa uang dan/4atau barang

setelah mendapat persetujuan Menteri Kenangan.

PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA
Piutang Negara dapat dihapuskan dari pembukuan pemerintah setelah
diupayakan secara maksimal dan telalh dinyatakan Piutang Sementara
Belum Dapat di Tagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
Penghapusan piutang Negara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu
penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.
1. Penghapusan Bersyarat
Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapus piutang
Negara dari pembukuan pemerintah tanpa menghapuskan hak tagih
Negara. Kewenangan penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
a. Menteri Keuangan untuk  jumlah sampai dengan

Rp: 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
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b. Presiden untuk jumlah Iebih dari Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar Tupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); dan

c. Presiden dengan persetujitan dewan perwakilan rakyat untiik
jumlah lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Piutang negara yang akan dihapuskan seccara bersyarat diusulkan

oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Menteri

Keuangan melalui Ditjen. Kekayaan Negara, dilampiri dengan

dekumen sekurang-kurangnya:

a. daftar nominative penanggurig utang;

b. surat pemyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat
Ditagih (PSBDT) dari PUPN;

¢. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan
Pemeriksa Keunangan.

Penghapusan Mutlak

Penghapusan secara miitlak dilakukan dengan mienghiapuskan hak

tagih Negara. Kewenangan penghapusan secara mutlak ditetapkan

oleh:

a. Menteri keuangan untuk junilah samipai dengan
Rp. 10.000:000:000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp.10:000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); dan

2

Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat untuk

jumlah lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar ripiah).

Penghapusan secara mutlak atas piutang Negara dari pembukuan

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan
penghapusall secara bersyarat piutang vang dimaksud; dan

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untulk
menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan
keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang.

Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan oleh

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Meunteri Keuangan

melahii Ditjen Kekavaan Negara, dilampirkan dengan dokumen

sekurang-kurangnya;

a. daftar nominatif penanggung utang;

b. surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atan piutang

yang dinsulkan untuk dihapuskan secara mutiak; dan
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31 2016,

surat Keterangan dari aparat/pejabat yang Derwenang
menyatakan bahwa penaggung utang tidak mempunyai

kemampuan untuk menyelesalkan sisa kewajibannya,
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